MONITORING PERSIDANGAN

KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Terdakwa : 

Indra Setiawan   

Persidangan III
Rabu, 31 Oktober 2007

Pkl. 10:46 - 12:23 WIB

Agenda : 

PUTUSAN SELA
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ruang Sidang V, Lt. 2., Mr. R. Wirjono Prodjodikoro

Jl. Gajah Mada 117, Jakarta Pusat

I. Materi Putusan Sela
Agenda :

Putusan Sela Nomor 1849/B-2007/JKT.PST atas nama terdaka Indra Setiawan

Pertimbangan :

1. PN Jakpus telah membaca berkas perkara bersangkutan, telah mendengar dan membaca eksepsi tim penasehat hukum terdakwa maupun tanggapan dari tim JPU atas eksepsi tersebut.

2. Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan PN Jakpus dengan surat dakwaan perkara PDN 2109/JKT.PST/IX/2007 tanggal 17 September 2007.

Menimbang 

· Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP penasehat hukum mengajukan eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan 

· Bahwa apabila dicermati keberatan penasehat hukum terdakwa dapat ditimbulkan pada pokoknya keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Tidak Nyata

· Ketidaknyataan dakwaan JPU terlihat pada alinea terakhir halaman 1 dakwaan yang menjelaskan tentang pertemuan Indra dengan Pollycarpus di Restaurant Bengawan Solo Hotel Sahid Jl. Sudirman Jakarta, alinea pertama halaman 2 dakwaan yang menjelaskan bahwa di hotel Sahid tersebut Pollycarpus menyerahkan surat dari BIN kepada Terdakwa Indra Setiawan dan alinea 2 halaman 2 dakwaan yang menjelaskan bahwa Terdakwa Indra Setiawan mengetahui bahwa Pollycarpus tidak mempunyai keahlian di bidang aviation Security, namun terdakwa tetap menempatkan Pollycarpus untuk diperbantukan di unit corporate / aviation security.  
· Ketiga alinea dakwaan tersebut ternyata secara yuridis sama sekali tidak memperlihatkan adanya suatu kausalitet antara perbuatan yang didakwakan terhadap Ir Indra Setiawan, MBA yakni berupa diterbitkannya surat GA/DZ/227/04 tanggal 09 Agustus 2004 di satu sisi dengan terjadinya pembunuhan berencana terhadap Munir SH di lain sisi.       

2. Dakwaan terhadap Indra tidak berdasar

· Bahwa dakwaan JPU bahwa Indra membantu kejahatan yang dilakukan oleh Pollycarpus maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, memutuskan bahwa Pollycarpus BP tidak terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncakan terlebih dahulu yang merampas jiwa orang lain yaitu jiwa korban Munir, SH. 

3. Dakwaan tidak cermat

· JPU menyatakan bahwa terdakwa Indra setiawan, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa Munir adalah tidak nyata. Bagaimana Terdakwa IS telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Polly

4. Dakwaan tidak lengkap 

· Dalam BAP yang dibuat oleh penyidik tidak diketemukan adanya pertanyaan kepada terdakwa mengenai apakah terdakwa menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya. Tidak dilaksanakannya ketentuan dalam pasal 116 KUHAP oleh penyidik mengakibatkan BAP ini tidak lengkap.

Menimbang 

Terhadap Eksepsi penasehat hukum terdakwa tesebut, JPU telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tim penasehat hukum terdakwa halaman 3 alinea 1, halaman 4 keberatan, halaman 5 dan 7 telah keluar dari materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP bahkan telah masuk dalam materi pokok perkara. Jadi tidak perlu ditanggapi.

2. Dalam materi keberatan halaman 8 sampai dengan halaman 9 tim PH terdakwa mempertanyakan alasan Ir indra setiawan dijadikan terdakwa dan alasan bahwa Pollycarpus adalah pelaku utama dalam pembunuhan terhadap Munir telah diputus bebas oleh MA RI. Bahwa keberatan tersebut sesungguhnya telah keluar dari ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga tidak perlu lagi ditanggapi.

3. Bahwa perkara atas nama terdakwa Pollycarpus BP saat ini telah selesai dilakukan pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari JPU dengan penetapan majelis hakim Jakarta pusat Nomor 12/PID/PK/2007 PN Jakarta Pusat dan hasil pemeriksaan telah dikirimkan kepada MA RI. Maka perkara pidana atas nama terdakwa Pollycarpus BP menjadi terbuka kembali.

4. Dalam materi keberatan halaman 10 dan 12 penasehat hukum terdakwa menyatakan dakwaan JPU tida jelas dan tidak cermat namun demikian alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa justru merupakan hal-hal yang akan diperiksa dalam pemeriksaan di depan persidangan karena telah memasuki pokok perkara. 

5. Dalam surat dakwaan halaman 2 alinea 2 secara jelas menguraikan hubungan sebab akibat antara perbuatan Ir Indra Setiawan, MBA dengan perbuatan Pollycarpus hal tersebut sebenarnya juga sudah termasuk  dalam materi perkara yang akan diperiksa di depan persidangan. 

6. Bahwa pada halaman 13 sampai dengan 14 keberatan penasehat hukum terdakwa menyatakan dakwaan JPU tersebut tidak lengkap, namun dakwaan tersebut tidak ada relevansinya dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. 

7. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut justru dakwaan JPU telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP hal tersebut dapat dilihat surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil karena telah mencantumkan identitas lengkap terdakwa, tanggal surat dakwaan, dan tanda tangan JPU serta telah memenuhi syarat materiil dalam surat dakwaan telah mencantumkan gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan.      

Menimbang 

Bahwa keberatan tim pensehat hukum terdakwa berkaitan dengan kausalitas antara perbuatan yang didakwakan terhadap Ir Indra Setiawan MBA, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang justru akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak termasuk dalam materi keberatan yang telah dimaksudkan ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP 

Menimbang 

keberatan Tim Penasehat hukum terdakwa adalah alasan dijadikannya Ir Indra setiawan  sebagai terdakwa tidak berdasar. Maka Majelis Hakim berpendapat, materi keberatan tersebut juga telah memasuki pokok perkara yang secara seksama akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini nantinya sehingga juga tidak termasuk dalam materi keberatan yang dimaksudkan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP
Menimbang 

Bahwa keberatan tim penasehat hukum terdakwa point 3 adalah dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. 

Bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sehingga untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang pengertian istilah tersebut perlu ditelusuri secara gramatikal.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka edisi III tahun 2005 halaman 211, halaman 465 dan 660; cermat berarti seksama, teliti dan berhati-hati; jelas berati terang, nyata, gamblang, tegas dan tidak ragu-ragu atau bimbang; lengkap berarti tidak ada kurangnya, genap, setiap segala-galanya, sempurna atau tidak kurang sedikit juga.
Menurut Profesor Dr. Andi Hamka SH menyatakan bahwa penafsiran suatu surat dakwaan secara jelas adalah relatif benarnya, ukurannya konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak jika terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa maka surat dakwaan sudah memadai jelasnya. 
Menurut Drs Soetomo SH menguraikan pengertian uraian cermat, jelas dan lengkap adalah kecermatan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan, kemudian mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut, jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan. 
Dan dalam bulu pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 14 – 16, yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian JPU dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Yang dimaksud dengan jelas adalah JPU harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan uraian-uraian perbuatan materiil atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Sedangkan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan sudah harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. 
Dalam hubungan dengan masalah ini, MA telah memberikan petunjuk sebagai berikut: Maksud dari pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja. 

Menimbang 

· Bahwa pengertian secara gramatikal pendapat para pakar hukum pidana dan praktek peradilan sebagaimana tersebut diatas.
· Bahwa mencermati surat dakwaan JPU tanggal 17 September 2007 terhadap terdakwa Ir Indra Setiawan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 
1. Persyaratan formal surat dakwaan. Dalam surat dakwaan JPU tersebut telah diuraikan identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. 
2. Persyaratan materiil surat dakwaan. Dalam dakwaan JPU tanggal 17 September 2007 terhadap terdakwa Ir Indra Setiawan telah diuraiakan secara cermat dan rinci unsur-unsur dari tindak pidana pasal 340 KUHP jo pasal 56 Kedua KUHP, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap dipadankan sedemikian rupa dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam surat dakwaaan tersebut dan uraian tersebut telah dilengkapi dengan tenpat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Fakta-fakta perbuatan terdakwa telah dirumuskan secara sistematis dan kronologis sehingga dari uraian surat dakwaan JPU telah tergambar secara gamblang tentang siapa yang melakukan tindak pidana yaitu terdakwa, tempus delicti dan locus delicti sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, cara tindak pidana dilakukan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, motivasi terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan tndak pidana sebagaimana didakwakan.

· Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan tim penasehat hukum pada point 3 ditolak.
· Bahwa dalam kaitannya dengan keberatan tim penasehat hukum terdakwa bahwa dakwaan JPU tidak lengkap karena tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 116 KUHAP, Majelis hakim berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena:

a. Pasal 116 KUHAP tidak mengatur atau menentukan sangsi atau akibat hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh penyidik.

b. BAP di penyidikan hanya merupakan pedoman dalam pembuatan surat dakwaan dan pemeriksaan perkara di persidangan 
c. Berdasarkan hal pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan pertimbangan pula bahwa keterangan tersangka maupun saksi-saksi dalam pemeriksaan di penyidikan belum bernilai sebagai alat bukti sah sedangkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi sebagai alat bukti sah adalah keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan atau pengadilan.   
· Bahwa dengan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh keberatan tim penasehat hukum terdakwa atas dakwan JPU tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya.

· bahwa sebagai konsekwensi yuridis, ditolaknya keberatan tim penasehat hukum terdakwa tersebut maka pemeriksaan perkara pidana nomor :1849/PID B/2007/PN JKT.PST atas nama terdakwa Ir Indra setiawan dilanjutkan.
Menimbang 

· bahwa perihal pembebanan biaya perkara akan ditanguhkan sampai pada putusan akhir.
· Memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat (1), pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP tentang hukum dan peraturan perundangan yang bersangkutan 

Mengadili;

1. Menetapkan keberatan tim penasehat hukum terdakwa, menolak keberatan keberatan tim penasehat hukum terdakwa seluruhnya

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor :1849/PID.B/2007/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ir Indra setiawan dilanjutkan

3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir   

Ditetapkan majelis hakim PN Jakpus pada hari selasa 30 Oktober 2007
1. Heru Pramono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis 

2. Makkasau, SH., MH sebagai hakim anggota dan

3. Riena Estowo, SH., MH sebagai hakim anggota.
Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Oktober 2007 oleh majelis hakim. Dihadiri oleh Noor Rahmat, SH., MH dkk selaku penuntut umum dan terdakwa serta tim penasehat hukumnya

II. Catatan Persidangan 
A. Situasi di Sekitar PN dan Ruang Sidang

Pengunjung sidang berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari keluarga Indra, Media, dan beberapa aktivis Kontras dan Kasum.

Beberapa orang tidak dikenal sekitar berjumlah 4 orang hadir sejak persidangan belum dimulai. Pengamanan dari kepolisian tidak begitu signifikan.
B. Persidangan

Setelah pembacaan materi putusan sela selesai, JPU Noor Rahmat menyampaikan beberapa point terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi:

1. Sidang kasus Munir dengan terdakwa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan segera memasuki agenda pemeriksaan saksi. 

2. Saksi yang akan dihadirkan ke muka sidang antara lain mantan terdakwa pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan janda Munir, Suciwati.

3. Ada 4 saksi yang akan dihadirkan pada Minggu depan, yakni Rohainil Aini, Suciwati, Pollycarpus dan Ramelgia Anwar.

4. Untuk sementara, ada 26 saksi yang akan diperiksa JPU, termasuk 4 saksi tersebut. 

5. Kita akan lihat apakah saksi tersebut sudah cukup. Kalau sudah cukup, tidak akan diajukan saksi lagi.

Majelis hakim Menyatakan,

1. Sidang lanjutan digelar pada Rabu 7 November dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

C. Pasca Persidangan

Antawirya, mengatakan saat diwawancarai oleh wartawan sebagai berikut:
1. Menyesalkan keputusan hakim yang menolak eksepsi an. Terdakwa Indra Setiawan. 
2. Padahal jelas pelaku utama belum ada. Jadi Pak Indra ini dituduh membantu pembunuh yang belum ditemukan.
3. Dakwaan tidak ada yang menjelaskan bagaimana terjadinya pembunuhan berencana oleh Polly. Bagaimana IS bisa membantu?

4. Siap menjalani proses sidang selanjutnya.

Suciwati menyatakan, 

1. Menyampaikan fakta bahwa mantan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, pernah menghubungi Munir sebelum keberangkatannya ke Belanda.

2. Pernah ketemu dengan Indra Setiawan. Dan Indra mengatakan dengan cepat kenal dengan Pollycarpus. Padahal karyawannya ada 7.000-an. Banyak kejanggalannyalah.

3. Berharap pernyataan Indra yang mengatakan pernah bertemu Wakil Kepala BIN M As'ad juga dibuka dalam persidangan.

4. Proses pengungkapan kasus pembunuhan Munir masih panjang. Tapi akan ada titik terang.

5. Sampai saat ini ada proses peninjauan kembali (PK). Masih ada persidangan. Yang penting semua bukti sudah dikumpulkan jaksa.

